Pada hari Selasa tanggal 2 (dua) Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat

DIPONEGORO

£

KESEPAKATAN BERSAMA

“ (Memorandum Of Understanding/ MoU)

KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
NOMOR __ :2/11/2016
NOMOR  :637.UNIMUS/KS/2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

di Makodam IV/Diponegoro, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. JASWANDI,
MAYOR JENDERAL TNI

2. Prof. Dr. H. MASRUKHI, M.Pd

Panglima:- Komando Daerah Militer
IV/Diponegoro, beralamat di Jalan Perintis
Kemerdekaan  Banyumanik  (Watugong)
Semarang, dalam kedudukannya tersebut
diatas bertindak untuk dan atas nama serta
oleh karenanya sah mewakili TNI AD yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Selaku REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SEMARANG dalam hal
ini bertindak dan atas nama UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SEMARANG,
berkedudukan di Jalan Kedung Mundu Raya
No. 18 Semarang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang — undangan sebagai berikut:

y
2
3.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2011 tentang Statute Universitas

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

. Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Muhammadiyah Semarang.

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 82 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Muhammadiyah Semarang dan
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama — sama disebut
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang penyelenggaraan Pendidikan,
pelatihan, pengkajian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi:
kelembagaan masing - masing dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud -dengan kesepakatan bersama adalah
kesepakatan bersama antara Universitas Muhammadiyah Semarang dengan Komando (\/

;

Daerah Militer IV/Diponegoro.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah melakukan penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh PARA PIHAK.

(2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi
yang baik, kondusif, saling menguntungkan dan saling menghormati mekanisme
kerja di lingkungan PARA PIHAK.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kesepakatan bersama ini mencakup kegiatan:

(1) Pendidikan, pelatihan, penelitian dankajian, serta penyuluhan hukum dan
pembinaan sosial kemasyarakatan,

(2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga professional PARA PIHAK,
agar dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berkaitan dengan bidang hukum dan sosial kemasyarakatan;

(3) Pemberian pertimbangan - pertimbangan akademik yang berkaitan dengan
tuaas dan funasi PIHAK KEDLIA-



(4)

Kegiatan — kegiatanlain yang disepakati bersama serta bermanfaat untuk PARA
PIHAK dan masyarakat luas.
BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pasal 4

Pendidikan, pelatihan, penelitian dan kajian serta penyuluhan hukum dan pembinaan
sosial kemasyarakatan;

(1)

()

(3)

()

(6)

PARA PIHAK dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, kajian,
bhakti sosial, karya bhakti dan penyuluhan serta kegiatan kemasyarakatan lainnya
atas prakarsa bersama atau prakarsa salah satu pihak dengan biaya dari salah satu
pihak dan atau biaya bersama dan atau biaya pihak ketiga;

PARA PIHAK dapat menyediakan personel, materiil, perlengkapan, tenaga ahli,
referensi, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan atau budaya intelektual serta
sarana dan prasarana lain yang diperiukan;

Menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan
kerjasama;

Kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh
para pihak;

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk PIHAK
PERTAMA akan dilaksanakan oleh Pangdam |V/Dip atau satuan jajaran Kodam
IV/Dip atau pihak yang ditunjuk, sedangkan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh
Pembantu Rektor atau Dekan atau pihak yang ditunjuk;

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimakasud ayat (5) disesuaikan dengan
kebutuhan atas kesepakatan para pihak.

Bagian Kedua
Pasal 5

Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga professional PARA PIHAK, agar dapat

menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan

bidang hukum dan sosial kemasyarakatan:

(1)

PARA PIHAK dapat menggunakan dan atau memberikan ijin sumber daya
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dan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan atau
peraturan pemerintah yang berlaku;

Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan berpedoman pada prinsip pengembangan
ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas pokok PARA PIHAK.

Bagian Ketiga
Pasal 6

Pemberian pertimbangan — pertimbangan akademik yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi PIHAK KEDUA;

(1)

(2)

PIHAK KEDUA dapat meminta saran dan atau masukan dari sisi akademik kepada
PIHAK PERTAMA berkaitan dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA dengan tidak
mencampuri otoritas dan kewenangan yang ada pada masing-masing pihak;
Pemberian saran dan masukan akademik dilakukan berdasarkan pada prinsip nilai
sinergi dan kemitraan yang baik dan adanya kepercayaan untuk kepentingan
pertahanan Negara dan atau tugas pokok PIHAK KEDUA.

Bagian Keempat
Pasal 7

Kegiatan — kegiatan lain yang disepakati bersama serta bermanfaat untuk para pihak dan

masyarakat luas.

(1)

(2)

©)

(4)

PIHAK: KEDUA dapat melakukan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA sepanjang tidak mencampuri otoritas dan
kewenangan yang ada pada PIHAK PERTAMA baik yang berkaitan dengan data
intelijen, SOP penempatan alutsista, SOP penempatan personel, dislokasi satuan —
satuan dan atau hal — hal lain yang bersifat rahasia kemiliteran/rahasia negara.
PIHAK PERTAMA dapat melakukan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi PIHAK KEDUA sepanjang tidak mencampuri otoritas dan
kewenangan yang ada pada PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan lain diluar kesepakatan ini sepanjang
mendapatkan kesepakatan bersama serta bermanfaat untuk PARA PIHAK dan
masyarakat luas.

Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dapat dipertanggung
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BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8 .

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini menjadi tanggung

jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

(1)

(@)

()

(1)

(2

{1\

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Jangka Waktu
Pasal 9

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 ( empat ) tahun, terhitung
sejak tanggal di tanda tanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperbaharui
atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan
kesepakatan PARA PIHAK;

Apabila kesepakatan bersama ini diperbaharui atau diperpanjang maka atas
persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat — lambatnya 3 ( tiga )
bulan sebelum masa berlaku kesepakatan bersama ini berakhir;

Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dengan ketentuan pihak yang bermaksud
mengakhiri kesepakatan bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara
tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum diakhiri.

Penyelesaian perselisihan
Pasal 10

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini,
akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat;

Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA
PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang — Undang
Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan
kesepakatan, sehingga pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah
dengan cukup melalui pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dan atau sebaliknya.

Perubahan (Addendum)
Pasal 11
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(2)  Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan
atas persetujuan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
kesepakatan bersama ini;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12 (\/

(1)  Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan f/
tahun sebagaimana disebut pada bagian awal, dalam rangkap 2 ( dua) asli, masing
- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
PARA PIHAK;
(2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani untuk dilaksanakan oleh PARA
PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Pihak Kedua Pihak Pertama

Muhammadiyah . hanghima Kodam IV/Diponegoro

RektorAd




